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Abstract

This article examines the concept of evidence in Islamic law through a multidisciplinary
literature analysis approach encompassing jurisprudence, procedural law, and judicial
practice. Proof (itsbat) in Islamic law is grounded in the concept of al-bayyinah, which refers
to everything that clarifies the truth (al-haqq) before a judge. This study analyzes the spectrum
of al-bayyinah’'s meaning, from its mnarrow interpretation (equated solely with
testimony/syahadah) to its broader conception (encompassing various means of proof), along
with its theoretical and practical implications. The synthesis reveals that evidence in Islamic
law comprises five main categories: testimony (syahadah), confession (igrar), oath (yamin),
written proof (maktitbah), and circumstantial indication (qarinah). Contemporary dynamics
demonstrate that scientific and electronic evidence, such as fingerprints, forensic expert
testimony, medical examination reports (visum et repertum), and CCTV recordings, can be
categorized as qarinah through the mechanism of judicial ijtihad. The article concludes that
the scope of evidence in Islamic law is both functional and adaptive, yet continues to demand
careful standards of assessment so that the objectives of proof, namely truth and justice, may
be achieved.
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Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep alat bukti dalam hukum Islam melalui pendekatan
analisis literatur multidisiplin yang mencakup kajian fikih, hukum acara, dan praktik
peradilan. Pembuktian (itsbat) dalam hukum Islam bertumpu pada konsep al-
bayyinah, yakni segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran (al-hagq) di hadapan
hakim. Studi ini menelaah spektrum makna al-bayyinah dari yang sempit (identik
dengan kesaksian/syahadah) hingga yang luas (mencakup berbagai sarana
pembuktian), serta implikasi teoretis dan praktisnya. Hasil sintesis menunjukkan
bahwa alat bukti dalam hukum Islam mencakup lima kategori utama, yaitu kesaksian
(syahadah), pengakuan (igrar), sumpah (yamin), bukti tertulis (maktibah), dan
petunjuk/indikasi (garinah). Dinamika kontemporer menunjukkan bahwa bukti
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ilmiah dan elektronik seperti sidik jari, keterangan ahli forensik, visum et repertum,
dan rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai garinah melalui mekanisme ijtihad
hakim. Artikel ini menyimpulkan bahwa cakupan alat bukti dalam hukum Islam
bersifat fungsional dan adaptif, tetapi tetap menuntut standar penilaian yang hati-
hati agar tujuan pembuktian, yaitu kebenaran dan keadilan, dapat dicapai.

Kata kunci: alat bukti, hukum Islam, al-bayyinah, qarinah, pembuktian, peradilan Islam

1. Pendahuluan

Segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta
dalam proses hukum lazim disebut sebagai alat bukti. Dalam tradisi
hukum Islam, pembuktian dipahami sebagai kebutuhan mendasar
agar hakim (gadi) dapat menetapkan kebenaran suatu peristiwa dan
menegakkan keadilan melalui putusan yang bertumpu pada dasar
yang dapat dipertanggungjawabkan (Ilmiyah, 2020; Jamil, 2017).
Sejumlah kajian menegaskan bahwa konsep pembuktian dalam Islam
sering dirujuk dengan istilah al-bayyinah, yang secara bahasa dipahami
sebagai “sesuatu yang menjelaskan” atau “keterangan”, sehingga
pembuktian mencakup segala hal yang dapat menerangkan dan
menjelaskan kebenaran (al-hagq) di hadapan majelis hakim (Hasanah,
2015; Khoiriyah, 2015).

Dalam kerangka ini, alat bukti secara fungsional dapat
dipahami sebagai segala sarana yang dipakai untuk menampakkan
kebenaran sebuah fakta yang disengketakan atau didakwakan,
sehingga hakim memperoleh dasar untuk memutus secara adil
(Hasanah, 2015; Jamil, 2017). Pemaknaan ini sejalan dengan penekanan
bahwa pembuktian merupakan bagian paling menentukan dalam
proses peradilan karena menjadi jembatan menuju kepastian atas fakta
yang diperselisihkan serta menuju keadilan substantif (Ilmiyah, 2020;
Jamil, 2017).

Literatur yang membandingkan hukum acara perdata/pidana
dan fikih juga menunjukkan bahwa pembuktian dalam Islam tidak
semata-mata identik dengan satu bentuk bukti tertentu, melainkan
merupakan konsep yang menekankan fungsi “menjelaskan” dan
“menerangkan” kebenaran, sehingga setiap informasi yang relevan
dan dapat mengantarkan pada terang-benderangnya fakta dapat
diposisikan sebagai bayyinah (Asmuni, 2014; Hasanah, 2015). Namun,
terdapat pula kecenderungan sebagian fugaha’ (ahli fikih) untuk
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memaknai al-bayyinah secara lebih sempit, yakni disamakan dengan al-
syahadah (kesaksian), yang berdampak pada menyempitnya cakupan
alat bukti (Hasanah, 2015; Jamil, 2017). Karena itu, diskursus alat bukti
dalam hukum Islam sering bergerak dalam spektrum: dari definisi
sempit yang menonjolkan kesaksian hingga definisi luas yang
mencakup berbagai indikasi, dokumen, dan tanda-tanda yang dapat
menjelaskan kebenaran (Hasanah, 2015; Jamil, 2017).

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode analisis literatur (literature
review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. Sumber data
berupa artikel jurnal ilmiah, kajian fikih, dan studi perbandingan
hukum acara yang membahas konsep pembuktian dan alat bukti
dalam hukum Islam, baik dalam konteks peradilan agama di Indonesia
maupun di yurisdiksi lain seperti Malaysia dan Aceh. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang
relevan, dan teknik analisis dilakukan melalui sintesis tematik untuk
mengidentifikasi pola, dinamika, dan ketegangan konseptual yang
muncul dalam literatur.

3. Pembahasan
3.1 Al-Bayyinah: Spektrum Makna (Sempit-Luas) dan
Konsekuensi Teoretisnya

Sejumlah kajian peradilan agama menegaskan bahwa jika al-
bayyinah dipersempit hanya menjadi syahadah (kesaksian), maka yang
dianggap “menguatkan gugatan/penuntutan” akan cenderung
dibatasi pada pembuktian saksi semata (Jamil, 2017). Akan tetapi,
literatur yang sama juga mengkritik penyempitan ini dengan
menegaskan bahwa yang dimaksud oleh rujukan hadis dalam konteks
pembuktian adalah  kewajiban  penggugat/penuntut  untuk
menghadirkan argumentasi atau data yang dapat membenarkan dan
menguatkan dalilnya, sehingga cakupan bayyinah semestinya lebih luas
daripada sekadar kesaksian (Hasanah, 2015; Jamil, 2017). Dengan
demikian, secara konseptual, alat bukti dalam hukum Islam dapat
dipahami sebagai kumpulan “jalan pembuktian” (turiq al-ithbat) yang
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berorientasi pada fungsi penjelasan fakta (Asmuni, 2014; Hasanah,
2015).

Konsekuensi penting dari perluasan makna al-bayyinah adalah
terbukanya ruang bagi penerimaan berbagai bentuk bukti
kontemporer sebagai bagian dari pembuktian, sepanjang bukti itu
berfungsi menjelaskan kebenaran dan tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip keadilan (Asma & Taha, 2022; Lestari et al., 2022). Hal
ini tampak pada argumen bahwa alat bukti seperti visum et repertum
(laporan kedokteran forensik) atau rekaman CCTV dapat dipahami
sebagai bentuk garinah (indikasi/petunjuk) dan bahkan dipandang
sebagai penerapan ijtihad hakim untuk meraih kebenaran dan keadilan
dalam perkara pidana (Haque, 2020; Lestari et al., 2022). Dalam
perspektif ini, alat bukti menurut hukum Islam bukan daftar tertutup,
melainkan kategori fungsional yang bertumpu pada tujuan
pembuktian: membuat terang fakta agar hakim dapat menilai dan
memutus secara adil (Hasanah, 2015; Lestari et al., 2022).

3.2 Ragam Alat Bukti dalam Hukum Islam: Kategori-
Kategori yang Diakui Literatur

Kajian-kajian fikih murafa’at (hukum acara Islam) menunjukkan
bahwa alat bukti dalam hukum Islam sering disebut sebagai turigq al-
ithbat dan dapat mencakup beberapa kategori yang berulang disebut
dalam literatur: igrar (pengakuan), syahidah (kesaksian), yamin
(sumpah), serta maktiibah (bukti tertulis/dokumen) (Hasanah, 2015;
Nuriskandar, 2021). Di samping itu, literatur perbandingan
pembuktian menegaskan bahwa garinah (petunjuk/indikasi) juga
diterima sebagai metode atau alat pembuktian dalam Islam, terutama
ketika pengakuan atau kesaksian langsung tidak tersedia (Asma &
Taha, 2022; Nuriskandar, 2021). Dalam kajian mengenai pembuktian
jarimah (tindak pidana) tertentu, juga disebutkan bahwa pembuktian
dapat menggunakan “tanda-tanda” (indikasi) dan sumpah sebagai
bagian dari alat pembuktian (Andani, 2020; Nuriskandar, 2021).
Dengan kata lain, alat bukti dalam hukum Islam dipahami sebagai
kumpulan instrumen yang secara normatif dan praktis dapat
digunakan untuk mencapai tingkat keyakinan yang memadai bagi
hakim (Ilmiyah, 2020; Nuriskandar, 2021).
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Meski demikian, literatur menekankan adanya perbedaan
pandangan mengenai batas kekuatan masing-masing jenis bukti,
terutama terkait garinah: sebagian pandangan menempatkannya hanya
sebagai pendukung, sementara pandangan lain menerima garinah
tertentu yang kuat sebagai dasar pembuktian yang signifikan (Asma &
Taha, 2022; Nuriskandar, 2021). Perbedaan ini penting karena
menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dinamika internal dalam
menilai “derajat” bukti, bukan sekadar menerima/menolak secara
hitam-putih (Asmuni, 2014; Nuriskandar, 2021).

3.3 Kesaksian (Syahadah): Syarat Pengetahuan Langsung

dan Problem Testimonium de Auditu

Dalam praktik pembuktian, kesaksian dipandang sangat
sentral; karena itu, kajian-kajian yang menelaah proses pembuktian
menekankan bahwa keterangan saksi idealnya bersumber dari apa
yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi, serta
disampaikan dengan alasan pengetahuan di muka persidangan
(Zulfikar & Rahman, 2021). Problem muncul ketika kesaksian
mengandung unsur testimonium de auditu, yakni keterangan yang tidak
berdasarkan pengalaman langsung, melainkan berasal dari cerita
orang lain (Asmuni, 2014; Zulfikar & Rahman, 2021). Dalam perspektif
fikih, bentuk kesaksian semacam ini dikenal sebagai syahadah al-
istifidah atau al-syahddah bi al-tasamu’i, dan posisinya diperdebatkan
karena berseberangan dengan makna saksi yang “mengetahui sendiri”
(Asmuni, 2014; Siti et al., 2019).

Sintesis lintas kajian menunjukkan pola yang relatif konsisten:
testimonium de auditu tidak diperlakukan sebagai alat bukti langsung,
tetapi dapat dikonstruksikan oleh hakim sebagai bahan persangkaan
(qarinah/presumption) (Asmuni, 2014; Roihanah & Cornelia, 2019;
Zulfikar & Rahman, 2021). Walau demikian, literatur fikih yang lebih
rinci menyatakan bahwa syahadah al-istifadah dalam hukum acara Islam
dapat memiliki kekuatan yang bahkan “sempurna” pada masalah
tertentu seperti kepemilikan dan penetapan keturunan, sehingga tidak
selalu diposisikan lemah dalam semua konteks (Asmuni, 2014). Ini
menunjukkan adanya nuansa: di satu sisi, terdapat kecenderungan
menolaknya sebagai bukti langsung; di sisi lain, ada konteks-konteks
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tertentu yang memungkinkan penguatan nilai pembuktiannya
(Asmuni, 2014; Siti et al., 2019). Dalam praktik pengadilan agama di
Indonesia, kesaksian de auditu juga dilaporkan dapat “didengar” oleh
hakim, tetapi penggunaannya tetap diposisikan sebagai sumber
persangkaan, bukan bukti langsung yang berdiri sendiri (Roihanah &
Cornelia, 2019; Zulfikar & Rahman, 2021).

3.4 Kesaksian Non-Muslim: Ketegangan antara Syarat
Fikih dan Praktik Peradilan

Topik lain yang relevan dalam pembahasan alat bukti menurut
hukum Islam adalah apakah saksi harus beragama Islam. Kajian
tentang kesaksian non-Muslim menegaskan bahwa dalam hukum
Islam terdapat pandangan yang mensyaratkan saksi harus Islam, tetapi
hukum acara peradilan agama dalam konteks Indonesia tidak secara
eksplisit mengatur “keislaman saksi”, sehingga memunculkan respons
beragam dari hakim (Atoilah & Yasin, 2019; Fuadi, 2022). Studi kasus
di pengadilan agama menunjukkan bahwa penerimaan kesaksian non-
Muslim bisa didasarkan pada pemenuhan syarat formil dan materiil
saksi menurut aturan acara yang dirujuk (HIR/RBg) serta penekanan
bahwa kesaksian harus tentang apa yang disaksikan, dengan
pengambilan sumpah sesuai agama saksi (Atoilah & Yasin, 2019; Fuadi,
2022). Namun, pada saat yang sama, kajian tersebut juga menilai
bahwa penerimaan saksi non-Muslim sebagai alat bukti dalam perkara
perceraian tidak selaras dengan ketentuan hukum Islam yang dianut
mayoritas ulama (Atoilah & Yasin, 2019; Fuadi, 2022).

Implikasinya bagi teori alat bukti dalam hukum Islam adalah
adanya ruang ketegangan antara: (i) konsepsi fikih tentang syarat-
syarat kesaksian dan (ii) desain hukum acara yang dipakai institusi
peradilan dalam konteks negara modern (Atoilah & Yasin, 2019; Fuadi,
2022). Karena itu, memahami alat bukti “menurut hukum Islam” sering
menuntut pembedaan antara kaidah fikih normatif dan praktik
peradilan yang mengadopsi sistem acara tertentu (Atoilah & Yasin,
2019; Jamil, 2017).
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3.5 Pengakuan (Igrar): Alat Bukti yang Penting tetapi Tidak

Selalu “Memaksa”

Literatur hukum acara Islam memasukkan igrar (pengakuan)
sebagai salah satu alat bukti (Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021).
Namun, pembahasan mengenai kekuatan pengakuan dalam praktik
peradilan menunjukkan bahwa pengakuan tidak selalu diperlakukan
sebagai bukti yang otomatis menentukan tanpa kehati-hatian. Kajian
tentang pengakuan sebagai alat bukti di pengadilan agama dalam
perkara pengingkaran keabsahan anak menegaskan bahwa kekuatan
pengakuan dapat dinilai sebagai bukti bebas, sehingga hakim perlu
cermat menilai apakah pengakuan itu diterima, ditolak, atau masih
memerlukan dukungan bukti lain demi menghindari kerugian pada
para pihak (Hasanah, 2015; Retnowati, 2016). Dalam konteks ini,
pengakuan tetap merupakan alat bukti penting, tetapi penilaiannya
dapat bersifat kasuistik dan memerlukan kehati-hatian hakim dalam
menilai bobot pembuktian (Ilmiyah, 2020; Retnowati, 2016).

Kehati-hatian demikian juga berkaitan dengan gagasan bahwa
keyakinan hakim memiliki peran kritis dalam memutus perkara, dan
keyakinan itu seharusnya bertumpu pada alat-alat bukti yang tampil
di persidangan, bukan semata pada asumsi (Ilmiyah, 2020; 2024 ,J==).
Karena itu, sekalipun igrar termasuk alat bukti dalam hukum Islam,
literatur menunjukkan penekanan pada kualitas penilaian hakim
terhadap kekuatan pembuktiannya (Ilmiyah, 2020; Retnowati, 2016).

3.6 Sumpah (Yamin) dan Mekanisme Sumpah Khusus:

Fungsi Pelengkap dan Penentu pada Kondisi Tertentu
Selain kesaksian dan pengakuan, kajian pembuktian dalam
Islam juga menempatkan yamin (sumpah) sebagai metode pembuktian
(Andani, 2020; Nuriskandar, 2021). Dalam konteks perkara keluarga di
peradilan agama, studi pembuktian perceraian menyebut mekanisme
sumpah li’an sebagai opsi pembuktian ketika bukti yang lazim tidak
ditemukan, terutama pada perkara dengan alasan zina (Kirana, 2023;
Nuriskandar, 2021). Di sisi lain, kajian mengenai alat bukti dalam
hukum pidana Islam juga mencantumkan bentuk sumpah tertentu dan
mekanisme terkait sumpah sebagai bagian dari alat bukti yang dikenal
dalam literatur, misalnya disebut pula gasamah (Haque, 2020; Hasanah,
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2015). Ini memperlihatkan bahwa sumpah dapat berfungsi sebagai
sarana pembuktian, baik sebagai pelengkap maupun sebagai
mekanisme khusus dalam keadaan tertentu (Haque, 2020; Kirana,
2023).

Pada level teori, keberadaan sumpah sebagai alat bukti juga
sejalan dengan ide bahwa pembuktian adalah upaya menampilkan
alat-alat bukti yang sah agar perkara menjadi terang, khususnya ketika
bukti lain lemah atau tidak memadai (Andani, 2020; Kirana, 2023).
Dengan demikian, sumpah dalam hukum Islam tidak sekadar ritual
formal, melainkan instrumen prosedural yang dapat memengaruhi
konstruksi pembuktian dalam kondisi-kondisi yang ditentukan
(Kirana, 2023; Nuriskandar, 2021).

3.7 Qarinah (Petunjuk/Indikasi): Definisi, Derajat

Kekuatan, dan Batas Penggunaannya

Kajian perbandingan pembuktian di Terengganu (Malaysia) dan
Aceh (Indonesia) menegaskan bahwa garinah diterima sebagai salah
satu metode pembuktian dalam Islam, khususnya ketika tidak ada
pengakuan (igrar) atau kesaksian (syahadah) (Asma & Taha, 2022;
Nuriskandar, 2021). Qarinah dipahami sebagai “tanda” atau hal yang
dihadirkan di pengadilan untuk mengaitkan satu alat bukti dengan alat
bukti lainnya, dan tidak semua garinah otomatis diterima karena setiap
garinah memiliki derajat kekuatan yang berbeda (Nuriskandar, 2021).
Kajian yang sama juga menekankan adanya Kklasifikasi garinah: ada
garinah yang kuat dan meyakinkan (garinah al-qat'iyyah) dan ada garinah
yang memerlukan dukungan garinah lain agar mencapai tingkat
kepercayaan tertentu; selain itu, ada pula pandangan yang menilai
garinah hanya bukti pendukung dan tidak cukup berdiri sendiri (Asma
& Taha, 2022; Nuriskandar, 2021).

Di Aceh, studi tentang pembuktian menyatakan bahwa hakim
masih merujuk pada metode pembuktian Islam seperti igrar, syahadah,
yamin, dan garinah, tetapi tata cara pembuktian garinah tidak selalu
diatur secara khusus dalam regulasi prosedural (Nuriskandar, 2021).
Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa “penerimaan garinah”
dalam Islam bukan sekadar isu teoretis, melainkan juga problem
desain hukum acara: bagaimana kriteria, prosedur, dan standar
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kekuatannya diinstitusikan (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021).
Dalam konteks kejahatan seksual, misalnya, literatur juga
memasukkan “tanda-tanda” sebagai alat bukti dalam hukum Islam
selain saksi, pengakuan, dan sumpah, yang secara fungsional dekat
dengan konsep garinah (Andani, 2020; Nuriskandar, 2021).

3.8 Dokumen/Tulisan (Maktiibah) dan Risiko Pemalsuan:

Autentisitas sebagai Isu Kunci

Di luar kesaksian dan sumpabh, literatur hukum acara Islam juga
memasukkan maktibah (bukti tertulis) sebagai bagian dari alat bukti
(Hasanah, 2015). Dalam konteks masyarakat modern, kajian tentang
pemalsuan dokumen menegaskan bahwa penggunaan dokumen
meningkat karena dokumen dinilai “robust” dan efektif sebagai bukti
dalam berbagai urusan, seperti administrasi, transaksi, perkawinan,
utang, dan lain-lain, sehingga menjadi pilihan yang disukai dibanding
bentuk pembuktian lain (Alias et al., 2024). Akan tetapi, kajian yang
sama menempatkan pemalsuan dokumen sebagai tantangan besar
ketika bukti tertulis diajukan, karena pengadilan harus memastikan
autentisitas dokumen yang dipakai sebagai alat bukti (Alias et al., 2024).
Dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah Malaysia, studi tersebut bahkan
menyoroti bahwa tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur tindak
pidana pemalsuan dokumen secara umum; persoalan itu cenderung
diperlakukan sebagai contempt of court, dan hukuman yang dijatuhkan
dipandang minimal sehingga kurang efektif (Alias et al., 2024).

Dari sudut pandang teori alat bukti menurut hukum Islam,
temuan-temuan ini memperkuat dua pelajaran: pertama, dokumen
dapat berfungsi sebagai alat bukti penting (maktibah), tetapi kedua,
keberterimaan dan bobotnya sangat bergantung pada autentisitas dan
mekanisme verifikasi (Alias et al., 2024; Hasanah, 2015). Dengan kata
lain, pengakuan terhadap maktibah sebagai alat bukti harus disertai
perangkat institusional yang mencegah penyalahgunaan melalui
pemalsuan (Alias et al., 2024; Nuriskandar, 2021).
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39 Alat Bukti Ilmiah dan Elektronik sebagai
Bayyinah/Qarinah: Sidik Jari, Ahli Forensik, Visum, dan
CCTV

Sejumlah studi secara eksplisit mengaitkan bukti ilmiah modern
dengan konsep garinah dalam hukum Islam. Kajian tentang sidik jari
menyatakan bahwa pembuktian menggunakan sidik jari tidak
disebutkan secara tegas dalam daftar alat bukti klasik, tetapi hukum
Islam dipandang dinamis sesuai tempat dan waktu, sehingga sidik jari
dapat dianalogikan sebagai alat bukti petunjuk (garinah) (Asma & Taha,
2022; Nuriskandar, 2021). Dalam konteks keterangan ahli forensik,
penelitian lain menyimpulkan bahwa keterangan ahli forensik dapat
dikategorikan sebagai garinah: ia dibutuhkan karena hakim tidak
mungkin menguasai seluruh bidang, dan alat bukti ini dapat diterima
untuk membantu mengungkap kebenaran perkara (Asma & Taha,
2022; Nurdin & Hendra, 2018). Studi tentang visum et repertum dalam
perspektif fikih jinayah juga menyatakan bahwa visum dapat
diinterpretasikan sebagai garinah dan dipandang sebagai penerapan
ijtihad hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan (Lestari et al.,
2022; Nurdin & Hendra, 2018). Rangkaian argumen ini konsisten
dengan pemahaman al-bayyinah yang luas: segala sesuatu yang
menjelaskan kebenaran dapat diperlakukan sebagai bagian dari
pembuktian (Hasanah, 2015; Lestari et al., 2022).

Dalam isu rekaman CCTV, dua kajian menegaskan bahwa
rekaman CCTV dapat digunakan dalam persidangan pidana sebagai
alat bantu pembuktian, meskipun dalam hukum acara pidana positif
(KUHAP) bukti elektronik tidak tercantum dalam enumerasi alat bukti
klasik (Haque, 2020; Harizona, 2018). Analisis putusan pidana yang
memakai CCTV menyatakan bahwa rekaman CCTV dipakai sebagai
bukti petunjuk oleh hakim dan diperkuat oleh keterangan saksi serta
keterangan ahli yang disumpah di persidangan, sehingga membentuk
keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa pidana (Haque, 2020;
Harizona, 2018). Kajian yang sama juga mengaitkan penggunaan
CCTV dalam hukum pidana Islam sebagai bagian dari bayyinah dan
secara lebih spesifik sebagai garinah, yakni petunjuk yang menguatkan
bukti lain (Asma & Taha, 2022; Haque, 2020). Dengan demikian,
sintesis literatur menunjukkan pola: bukti ilmiah/elektronik dalam




Ahkamulogic, Vol. 1, No. 1 (2026) 439

praktik sering beroperasi sebagai garinah yang memperkuat struktur
pembuktian, bukan selalu sebagai bukti tunggal yang berdiri sendiri
(Asma & Taha, 2022; Haque, 2020).

3.10 Pengumpulan Bukti dan Peran Aparat: Asistensi bagi
Hakim dalam Kerangka Syariah

Pembahasan alat bukti juga terkait dengan bagaimana bukti
dikumpulkan dan disediakan ke pengadilan. Studi perbandingan
“dhabt qadhd’t” (penyelidikan/pengumpulan bukti oleh aparat yang
membantu peradilan) menyatakan bahwa secara historis Islam
membolehkan hakim menggunakan pembantu untuk mengurus
jalannya peradilan, termasuk pengumpulan bukti awal, pelacakan
pelaku, dan menghadirkan pelaku ke proses peradilan; bahkan kajian
tersebut menegaskan bahwa Islam dipandang sebagai salah satu sistem
hukum awal yang menerapkan penggunaan pembantu hakim untuk
kepentingan pengumpulan bukti (Asma & Taha, 2022; 2012 ,0)) s~a). Ini
menunjukkan bahwa alat bukti tidak berdiri sendiri sebagai “objek”,
tetapi terikat pada mekanisme kelembagaan yang mengupayakan
bukti agar dapat dinilai di persidangan (Ilmiyah, 2020; 2012 ,0) =),

Dalam konteks ini, bukti ilmiah seperti sidik jari, keterangan ahli,
atau dokumen elektronik membutuhkan prosedur pengumpulan dan
pemeriksaan yang memadai agar dapat memainkan fungsi
qarinah/bayyinah secara sahih (Asma & Taha, 2022; Nurdin & Hendra,
2018). Dengan demikian, diskursus alat bukti menurut hukum Islam
tidak dapat dipisahkan dari tuntutan integritas proses pengumpulan
dan penyajian bukti, karena kualitas pembuktian sangat bergantung
pada kualitas prosedur yang melahirkannya (Alias et al., 2024; ,0) <)
2012).

3.11 Penilaian Hakim (Qadi) dan Keyakinan: Dari “Tanda-

Tanda” ke Putusan

Literatur yang mengkaji pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah
menekankan bahwa keyakinan hakim memiliki peran kritis dalam
memutus perkara dan berkaitan dengan keluasan pengetahuan hukum
serta keterampilan membaca “tanda-tanda” yang muncul dalam kasus;
keyakinan itu bekerja bersama ketentuan hukum, bukan
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menggantikannya (Ilmiyah, 2020; Lestari et al, 2022). Kajian
perbandingan sistem pembuktian juga menegaskan bahwa hakim
dapat menilai bukti dan menghubungkan bukti-bukti yang ada untuk
membangun keyakinan, dan bahwa kesalahan penilaian bukti
berpotensi melahirkan kekeliruan putusan (Ilmiyah, 2020; 2024 ,J:a<).
Dalam konteks penggunaan bukti kontemporer misalnya CCTV,
penelitian putusan menyatakan bahwa bukti tersebut dipakai untuk
membentuk keyakinan hakim melalui statusnya sebagai petunjuk yang
dikaitkan dengan keterangan saksi dan ahli (Haque, 2020; Harizona,
2018).

Konstruksi ini selaras dengan posisi garinah dalam hukum
Islam: garinah sering berfungsi sebagai “penghubung” antar bukti, dan
hakim dapat menerima garinah apabila ia kuat atau saling menguatkan
dengan bukti lain (Haque, 2020; Nuriskandar, 2021). Dengan demikian,
alat bukti menurut hukum Islam pada akhirnya tidak hanya
menyangkut “jenis” bukti, tetapi juga menyangkut epistemologi
penilaian: bagaimana hakim mengintegrasikan kesaksian, pengakuan,
sumpah, dokumen, dan garinah (termasuk bukti ilmiah/elektronik)
untuk mencapai terang-benderangnya fakta dan keadilan putusan
(IImiyah, 2020; Nuriskandar, 2021).

4. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur, alat bukti menurut hukum Islam
paling tepat dipahami melalui konsep al-bayyinah: segala sesuatu yang
dapat menjelaskan kebenaran (al-hagg) dan menerangkan fakta di
hadapan hakim (Hasanah, 2015; Khoiriyah, 2015). Di tingkat kategori,
literatur menyebut instrumen seperti kesaksian (syahadah), pengakuan
(igrar), sumpah (yamin), bukti tertulis (maktiibah), dan petunjuk/indikasi
(gqarinah) (Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021). Pada saat yang sama,
literatur menunjukkan dinamika dan perbedaan pandangan,
khususnya tentang batas penggunaan garinah dan kesaksian de auditu,
serta tentang syarat agama saksi (Muslim/non-Muslim) (Asmuni, 2014;
Atoilah & Yasin, 2019; Nuriskandar, 2021). Dalam konteks modern,
bukti ilmiah dan elektronik seperti sidik jari, ahli forensik, visum,
CCTV, dan dokumen elektronik diposisikan sebagai garinah/bayyinah
yang dapat diterima melalui ijtthad dan penilaian hakim, tetapi
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menuntut perhatian serius pada autentisitas dan integritas proses
(Asma & Taha, 2022; Lestari et al., 2022; Nurdin & Hendra, 2018).
Dengan demikian, cakupan alat bukti dalam hukum Islam bersifat
fungsional dan adaptif, tetapi tetap menuntut standar penilaian yang
hati-hati agar tujuan pembuktian, yaitu kebenaran dan keadilan, dapat
dicapai (Alias et al., 2024; Ilmiyah, 2020; Nuriskandar, 2021).
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